PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

- DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA ALA
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BUPATI ACEH SINGKIL

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagail Daerah Otonom,

dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh

Singkil sebagaimana dimaksud pada huruf-huruf diatas, perlu
ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah; |

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); ‘ : -

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); |

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952),

¢ Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
1635);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Eaerah beserta perangkat Daerah

Utonom vang lam zebagat Badan Elsekutif Daerah;

Ctonomi Daer gh adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengcatur
adan mengurus  kepentingan maa}'arakat setempat menurut pr akat 5a
zendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Kewenangan adalah hak dan kewajiban unfuk menentukan atan
mmgambﬂ kebyjaksanaan  dalam  rangka  penvelenggaraan
pemerintahan;

Daeran {ionom, selanpuinya  disebut  Daerah  adalah  kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyat batas daerah tertenty, berwenang

mengatnr dan mengurns kepentinga masvarakat dalam ikatan Nega;a
Resatuan Republik Indmmma (MERIY

Perangkat Dasrah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah

yang berfangsung 1awab Lepax,a Kepala Daerzh dalam penyelenggaraan

pemerintahan vang terdiri ataz Sekretariz Daerash, Dinaz Daerah dan

E_ mbaga lekhniz Daerah, Kecamatan dan KelurahanDeza  zemusi
enzan kebutuhan Daeral

T

fepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil:
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mekretaris Daerah adalah unsur staf Pemerintahan Dasrah

Dinas Daerah, selanjutnya disebut Dinas Perhobungan adalah mnzur
pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan Kabupaten Aceh
mlﬁghh.,

p“*’,ﬁﬁ or adaleh lembaga tekntz Daerah vang mempunyal fungzi
QoY {iiih.._i dan perumusan  kebijakan peiaiﬁaanaml zerta i'mt.:c'
11}?:3113_1 Masvar akat

’rpﬂ
"tl "..J

adan Legislatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah
~abupaten Acsh Singlal, selanjutnva dizebut DPRD: '
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Lecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
EKabopaten Acebh Smelal;
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KEDUDUKAN. TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
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ceraiuran Uaersh im disebut Dinaz Perhubunean aéalah nnit organik
zicn Aceh Singkil yang berada {hbaﬁ- ah daﬂ bertanzeung
javab ?-.-*:t-rﬁf ia Bupahi Acsh Singlal; '
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Dimaz  Perhwbungan memponyai  fugas meiaizizanakaﬂ sebagian fugas
pemerintzhan dan pembancunan di bidanz perhud nbungan yvang dizerahkan
- {dezeniralisasi) dan i mp‘%hkaﬂ {dekonsentras) kepada Daer ah di hﬂi-mpgtgﬁ

- 3 -y

singkil, sesual dengan ketentuan perundang-undangan vang berlak

Fazal-4

alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan

Uaerah i,  Dmas Perhubungan  mempunyai  fungsi
a Pe erumuzan eL jakzanaan teknis di bidang perhubungan Kabupaten
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Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan
Daerah ini, Dinaz Perhubungan mempunyai kewenangan sebagat berikut

A Bidang ¢ Perhubungan Dar at.

a  Pengahwran, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambp jalan
dan p*‘*ﬂﬁﬁ"ﬂﬂﬂ lokasi pemasangan perlengkapan jalan;

. Penyelenggaraan dan pengawaszan laik jalan;
¢. Fenvelenggaraan pendaflaran kendaraan bermotor
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a kendaraan bermoto g
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P-:-iwu’_if iggaraan  dan pengawasan sarana dan prasarana perkereta-
apian, angkutan daral, sungal, danau dan penyeberansan j,fm__g
dib: ancun atas prakarsa Daer ah; -

I Perencanaan pmum dan pembangunan seria pengawasan jaringan

jalan kerefa apt serta peneiapan spesifikast iaringan lintas dan

£

iastiikast jalur kereta api yang akan di bangun atas prakarsa Daerah

2. Ferencanaan dan pemf:mf:m“ jaringan jalan bebas hambatan yang

akan GibanZun aias praxarsa Daerah (non intas Kabupaten]
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fenveiengraraan  dan pengawasan  ferhadap  pemas ancan  dan
3 o ol - p g i
B ;

cmeiinarzan alst pencawazan dan alzt pengamanan (rambu-rambu)
i : paien, danau dan sungai non lintas Fabupaten
=erta laut dalam wilava 14 {empat) mil

u_t;;; *3,311 tatanan dan perizinan pelabshan di wil; yah

ctapan standard bata: maksimom mnatan dan berat kendaraan
penganckutan barang dan teitib pemamfaatan antar Eabupaten:

Ferizman, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib

-

pemamiastan jalan Kabupaten;
Penvelencoaraan pembangunan dan pemeliharaan {alan H’abupaiﬂn;

Penyelengparaan den pengawasan Jjaringan fransportasi dan kelas

feiiciifl
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emberian 1zin pengoperasian aﬂfflmtan

Pemberzaﬂ Zin dn pengawasan lerhadap pembangunan  serta
pengeiolaan prasarana dan carana perherﬂtﬁagzm

Penyelenggaraan dan pensawasan 1 jaringan lintas sungai;
Pemberian dan pengawasan pengeunaan jarmgan lintas sungai;
Pengaturan dan pepyelengearaan perparkiran;

Pembei 1an 1zin dan pengawasan pendirian sekeolah mengemudi:

Penetapan  kebijakan untuk mendukung  pembantuan bidang
perhubungan darat:

3. Penyelengraraan dan pengawasan standard pelayanan minimal
dalam bidang perhubungan yang wapnb  dilakeanakan  oleh
Kabupaten;

SYIHTIUS AN Fencana bidaﬂb pethubunsas i Garat

©. Penyelengsaraan perjanjian atan perseti) yuan internasional atas nmm

-

Daerah d.a.bic:iamﬁ periubungan;

. Penvelenggaraan ristek tidak beresiko tingz
Penvelengraraan kualifikasi nrosan 1 {asa bf{ianﬂ g perhnbungan

Penvelengearaan sistem perhubungan darat
- Penyelengraraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
Fenyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat;
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rengavvasan fexnis terhadap selurnh peraturan perundang-undangan;
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Penyelenggaraan kerjasama bidang perhubungan;

B. Bidang Perhubungan Laut.

a.

Pemberian izin usaha perhubungan laut dan penunjang angkatan laut
(Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo, Peti Kemas, Pergudangan dan
Bongkar Muat);

Pemberian izin dan pengawasan usaha reklamasi;

Pembernian izin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;

Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pem E&n gunan serta

pengelolaan pelabuhan lokal;

Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan da" atau
barang berbahaya lintas laut;

Penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas
propinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa Daerah, serta
yang diserahkan pemerintah kepada Kabupaten;

Penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana
kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan
penyelamatan, -

Penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan

sendiri di pelabuhan;

Pemberian izin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;

Penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kkerja
Perairan (DLKP) dan atau dacrah lingkungan kerja pelabuhan;

Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal,
patroli laut, dan bantuan pencarian dan pertolongan (Serch and
Rescue), penyidikan, pepenanggulangan kecelakaan, bencana kapal;

C. Bidang Perhubungan Udara.

d.

Pemberian izin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam
kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar
Udara;

Pemberian izin lokasi Bandar Udara;

Penyelenggaraan dan pengaWasan pengangkutan bahan dan atau
barang berbahaya udara; '

Penyelenggaraan dan pengawasan bandar udara yang dibangun atas
prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada
Kabupaten,; - '

Penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah
lingkup kerja bandar udara,

Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana udaraa yang
dibangun atas prakarsa daerah;

D. Pos dan Telekomunikasi.

a. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan ;



b. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel
komunikasi;

c. Pemberian izin frekwensi radio dan televisi lokal;

BAB - 1II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal - 6
Dinas Perhubungan terdiri dar :
Kepala Dinas;
Wakil Kepala Dinas;
Bagian Tata Usaha;
Bagian Perencanaan dan Program;
Sub Dinas Perhuburgan Darat;
Sub Dinas Perhubungan Laut;
Sub Dinas Perhubungan Udara;
Sub Dinas Pos dan Telekgmunikasi;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
j. Kelompok Jabatan Fungsional;
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Pasal —

(1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyal tugas mengkoordinasikan dan
memadukan dari masing-masing Sub Dinas dan Bagian dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang
perhubungan yang diserahkan dan dilimpahkan kepada Kabupaten,
meliputi penyelenggaraan fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program
bidang perhubungan Kabupaten Aceh Singikil;

b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan bidang perhubungan di
Kabupaten Aceh Singkil;

c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang perhubungan darat;

d. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang perhubungan laut;

e. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang perhubungan udara,

f Koordinasi, pengendalian dan penga_wasan serta evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang pos dan telekomunikasi,

g Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan
hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas
Perhubungan,;

(2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini :



Dalam meiaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan
Daerai i,  Bagian Tata  Usaha mempunyat gf:
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¢. subbagian Hﬁl—"hi‘i’i dan Hﬁ.mai;;

(1) Subbarian  Eepegawaian mempunyat ftoga:  melafokan  wosan
adtmm:;ua--.i kepegawaian di lingkungan Dinas Pefhuhuﬂgaﬂ'

(2) Subbagian Keuvang an me:mpma}a iwzas melalwkan uruzan adminisirasi

=
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keuangan Dhinaz Perhubungan;

{3} Subbar Hulmm dan Humas: mempuonvar Ingas melakukan  wruzan
SNYiApAN perumusan, rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan
aniuan hmkum serta i-ze.humus-.m,_

{(4) Subbag Umum mempunval tugas melainulan wisan ketatausahaan, surat
menyurat dan kerumahtangeaan Dinas Perhubungan,
Pazal — 12

am menyelenggarakan tugas sebagammana dimaksud pada pasal 11 ayat
K_l } Peraturan Daerah ini, Subbag Kepegawaian mempunyai i}lﬁgai

a. NMenviapkan bahan penyusunan - rencana kebutuhan pegawar dan

—

pengembangan pegawal melalni pendidikan dan pelatthan telmis dan

atau perjenjangan;

b. Meayiapkan bahan uvsulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pembuhaﬁ
daftar gap dan kesejahteraan pegawar serfa menyiapkan bahan usplan
pemberhentian dan pensiun pegawat;

c. Ldeslalukan wusan kefatausahaan kepegavvaian serfa penegakan disiplin
neIsITal 430 (3POran KePeZavaian:



Pasal— 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 'pada pasal 11
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Subbag Keuangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan;
b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan venfikasi keuangan ;

c. Melakukan uruan ketatausahaan keuangan dan administrasi
inventarisasi kekayaan milik Dinas;

Pasal — 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 '
ayat (3) Peraturan Daerah ini, Subbagian Hukum mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan rancangan dan
penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan
Kabupaten, N

b. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan kebijaksanaan pemberian
pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan
dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan
di bidang perhubungan Kabupaten,

c. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan kebijaksanaan
pelaksanaan hubungan antar lembaga dan masyarakat serta
pertimbangan urusan kerjasama dengan pihak lain; ' |

Pasal = 13

 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11
ayat (4) Peraturan Daerah ini, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a Melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, ckpedisi,
penggandaan dan keprotokolan;

b. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas, perlengkapan kantor,
pemeliharaan dan pengamanan kantor;

c. Melaksanakan urusan dalam, angkatan pegawai, kendaraan dinas dan
perjalanan dinas;

Pasal — 16

Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan da pengolahan data, penyusunan rencana dan program
jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang
perhubungan Kabupaten serta melakukan analisis dan evaluasi,
penyusunan laporan.

Pasal — 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16
Peraturan Daerah ini, Bagian Perencanaan dan Progaram mempunyal
fungsi : |
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alam menyelenggarakan {ugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat
(1} Peraturan Daerah ini, Subbagian Evaluasi dan I Pelaporan mempunyai

£

Melakukan pentlaahan, analisiz dan penilaian pelakzanaan rencana dan

program kerja di bidang perhubungan Kabupaten:

Me ‘*“*"L.L:m analisiz pembagian peran dan pemanduan  {aringan

tranzportast di bidang perhubungan Kabupaten:

Bienyispkan baban penvesunan hasil evaluasi zeluuh rencana dan
S e e it

program kerja serta penyusunan laporan di bidang perhubunean
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Jb 1}iha= Perhubungan Darat i 1empunyai fugas mejaks sanakan

nZawasan dan pengendalian peny tlEﬂf'"Ei“ aan pendaftaran kendaraan

ermotor dan pemberian Surat Izin 111911*:-'5*1134:11 setfa pengawasan dan

pengendalia penvf-iﬁwgat aan ma mems*n dan r eLa}w:f. ain lintas.
angiuian dan pembangunan dan pemeliharaan pra asarana sert ta 'i"*imbzz
rezelamatan teknik sarana di bidang perhubungan arat;
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pas 31 13
Peraturan Daerah i, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyat fungsi
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Penymsman  rencana  dan  program pﬁm elengoaraan  manajemen  dan
rekavasa iale linfas, penefapan rencana umum {aringan fransportasy d
; W MTTTE. omw, TSSO i

Uiondily Peliiiisunial daral;

;I Ry gy o i e D i o . PR - oo i uous
2 SIVIIRIN AN HedijaKan ﬂffﬂ'&‘lfﬁﬂfﬁ_ G H poiiaRiaran HKONQaraan
ISP r--—-‘.—- _— s T o S _ s e —_— 3 g T
CUNINOIOr. pOIGYENan {dah pengendsiian periZinan SELan di pidang
neriingan darat;

Fenvusunan rencana dan program penyelenggaraan pemberian Surat Tzin
Mengemwdi kendaraan bermotor, keselamatan lalu lintas dan teknik
zarana serls penynsunan Kebtjaksanasn penyelenggaraan pencegahan.
penangouiangan kecelskaan laly lintaz dalam daerah Kabupaten:
; ZERang .
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kebijaksanaan penvelengearaan pendaftaran  kendaraan  bermolor,
perizinan, peiavanan dan pengendalian kelebihan muatan, ;}Eﬁetapan
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standar Daies maksimwn mualan dan berat kendaraan penganghutan
barans A dalzm Kabupaten
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arana  mempuonvar  fugas meleksanakan pemanfauan  dan
analizsizs unjuk keria operasional prasarana dan pengawasan feknis
penvelengraraan  pembangunan/pemeliharaan  prasarana perhubungan
darat 1 Kabupaten;

{3} ”:r-a:f “ezelamatan dan lekmk Sarana mempunyal iugas ‘melaksanakan

senviapan  penetapan  lokasi  pemasangan  dan  pengadaan  dan
peme i_i.'ﬂa_- azn plat pencawasan dan alal pengamanan {rambu-ramby)

lnias %ala:& -qabup aten serfa membinazn dan bumb

[TL I‘-‘* h
)
Ll ‘“H‘_
Ll m.
ot

NI o
g~
1,0
L
Fm
E;.,‘I

ol
lmny!
i :
r:":'l'
e
et
iy
l'tl
;...-1

|
...-'
et
™
m
lil
pY
e
i
i
)

) A TV A ML e I e ? A% 4T o i
Gafil iOFEram o !:;:.uﬁfi’—'?h diifdn E T

¥ 3-8 1i 'I-inﬂ‘ LE ”‘"‘tr .;! i.".- -’é . - o N5 T ’- g
O35 Depnaeoins:] it heriaia kendaraan bermotor

T
1
T
]

zebagaimana dimaksud paca paza
Lalu Lintas mempunyai 11_.nf*f= '

3. Menviapkan bahan penvosunan Kebijaksanaai ielus penvelengaraan
manaiemen 1ala Linlaz, {alan di dalam daerah mabupalei

v Risnviapkan bahan  pemyistoan kebyabksanasn {elnis penstapan
arngan wansporiast (alan Kabupaten, jaringan Wansporiast sungag,
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Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan
pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan
dengan pelayanan lokal Kabupaten;

Menyiapkan bahan penyusunan kebij aksanaan teknis pengawasan
pelaksanaan jasa pelabuhan lokal Kabupaten dan tarif angkutan laut
penumpang lintas Kabupaten dalam propinsi;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengusulan
besaran tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas lokal Kabupaten,

Pelaksanaan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal
Kabupaten dan disetor ke Kas Negara;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan
rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan antar Kabupaten,
pengembangan, dan pembangunan serta pengelolaan terhadap
pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Pasal — 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat

(3)

Peraturan Daerah ini, Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran

mempunyai fungsi :

&

€3

5

(5

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan penetapan rencana induk
dan rencana-rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten; |

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pemberian izin kerja
keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih dari 2 Ha,

 Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian izin

usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelaman
bawah air dalam propinsi;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan

pengawasan pengukuran kapal serta pendaftaran kapal berukuran isi
kotor GT 7,

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penerbitan Surat
Tanda Kebangsaan Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7,

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan tekms pelaksanaan
pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menviapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan
pengamanan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di
pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

- Pasal —- 38

Sgb Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan

x

~engawasan dan pengendalian tehadap kegiatan kebandaraudaraan dan

penunjang keselamatan penerbangan.



Pasal — 39

Iw. lam meny elenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 38
Peraturan Daerah 1ni, Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai fungsi

a2 Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar

udara, pemberian izin lokasi bandar udara antar Kabupaten dalam
Propinsi;

5. Pelaksanaan penerbitan 1zin mendirikan bangunan (IMB) bagi
bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaran bandar

udara, dan pembernian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di
sekitar bandar udara;

Pasal —- 40
Sub Dinas Perhubungan Udara terdiri dari :
a2 Seksi Kebandaudaraan;

b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;

Pasal - 41

(1) Seksi Kebandar udaraan mempunyai tugas melaksanakan

penyilapan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di
dalam bandar udara, dan pemberian izin lokasi bandar udara antar
Kabupaten dalam Propinsi;

(2) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan IMB bagi
bangunan-bangunan dalam kawasan operasi penerbangan (KKOP) setelah
mendapat rekomendasi dari penyelenggaraan bandar udara, dan pemberian
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar udara;

Pasal — 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat
(1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kebandarudaraan mempunyai fungsi :

a Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan

penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara antar
Kabupaten dalam Propinsi:

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian izin
lokasi bandar udara Kabupaten dalam Propinsi;

Pasal —- 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat
(2) Peraturan Daerah ini, Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan
mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan
penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi bangunan-bangunan
dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) setelah
mendapat rekomendasi dan penyelenggara bandar udara;



0. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pemberian
bimbingan dan penyulyhan kepada masyarakat di sekitar Bandara

Pasal - 44

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pos
telekomunikasi

Pasal -45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat

(2) Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai
fungsi :

a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos;

b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

Pasal — 46
Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri dari -
a. Seksi Pos
b. Seksi Telekomunikasi

Pasal — 47

(1) Sekst Pos mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha jasa pos

(2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

Pasal — 48

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat
(1) Peraturan Daerah i, Seksi Pos mempunyai fungsi

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos;

b. Penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan usaha jasa tittpan;

L

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegtatan filateli dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan
- pengujian sarana/alat dan atau perangkat pos;

e. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran terhadap
ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/sarana perangkat pos;



L4

Pasal - 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat
(2) Peraturan Daerah ini, Seksi Telekomunikasi mempunyat fungsi

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengawasan dan
pengendahian kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

b. Penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan terhadap pelaksanaan
instalasi kabel komunikasi: i

¢. Penyelenggaraan pemberian izin frekwensi radio dan televisi lokal;
d. Penyelenggaraan pemberian izin usaha kegiatan jasa telekomunikast;
. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

[. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran terhadap
ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat telekomunikasi;

- Pasal-50

(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas
Perhubungan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas di bidang teknis operasional di lapangan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana

Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Perhubungan;

Pasal — 51

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas 'P'erhubungan
terdin dari : |

a. UPTD Pengendalian Operasional LLAJ/SDP:

b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor:;

c. UPTD Terminal Penampang;

d. UPTD Terminal Barang;

e. UPTD Pelabuhan;

Pasal —52

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Operasional
LLAJ/SDP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban,
pengaturan, pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai, danau
dan penyeberangan sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh
Kepala Dinas Perhubungan dan atau Bupati berdasar peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(2)  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian Kendaraan
Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan kendaraan khusus dalam pemenuhan terhadap tersyaratan
teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:



(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Penumpang
mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan terminal penumpang
meliputi kegiatan operasional pelaksanaan, dan pengawasan,
penertiban serta pemeliharaan fisik terminal penumpang Ssesual
kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
Perhubungan dan atau Bupati berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Barang mempunyal
tugas melaksanakan penyelenggaraan teminal barang meliputi kegiatan
pelaksanaan, dan pengawasan, penertiban serta pemeliharaan fisik
terminal barang sesuai kebijaksanaan yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan tempat parkir meliputi pengelolaan, pengawasan,
peliharaan serta pengendalian tempat parkir sesuai kebijaksanaan yang
diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan atau Bupati
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan mempunyal tugas
melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pengawasan, penertiban
serta pemeliharaan fisik pelabuhan sesuai kebijaksanaan yang diatur
dan ditetapkan oleh  Bupati berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

_ Pasal — 53

Jumlah, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-
masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada

pasal 52 Peraturan Daerah ini, lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 54

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas khusus Dinas Perhubungan sesuai bidang keahliannya masing-
masing.

Pasal — 53

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam '
jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala satuan-satuan o€ ganisasi dan atau
Kepala Dinas Perhubungan; - _

(3) Kelompok jabatan fungsional dibagi atas Kelompok dan Sub
Kelompok sesuai denga kebutuhan;

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyal tugas sesual dengan
- peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Pasal - 56

Bagan Oraganisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini. -

BAB- IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal — 57

(1) Kepala Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah Kabupaten;

(2) Wakil Kepala Dinas, Kabag Tata Usaha, Kabag Perencanaan dan
Program, Kepala Sub Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;

(3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Kepala Dinas
Perhubungan; '

BAB- V
TATA KERJA
Pasal - 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan Kepala Bagian,
para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub bagian dan para Kepala Seksi,
wajib menerapkan prinsip koordinasi, intragasi dan singkronisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan dengan semua unsur Pemerintah Daerah
dan Kantor Departemen di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas masing-
masing.

Pasal - 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib
mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 60

Setiap pimpinan satuan oraganisasi di lingkungan Dinas Perhubungan
bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



* Pasal - 6]

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
atasannya sertn bertnggung jawab dan melaporkan hagil pelaksanaan
tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal - 62

Para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Perhubungan, dan selanjutnya
Kepala Bagian Perencanaan dan Program bersama Kepala Bagian Tata
Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal - 63

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan
laporan tersebut wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal - 64

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
Kepala-kepala Satuan Organisasi yang berada dibawahnya, dan dalam
rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan,
masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB - VI
KETENTUAN LAIN-LAIN -
~ Pasal - 65

Pembentutukan Wakil Kepala Dinas Perhubungan didasarkan pada analisis
jabatan dan beban kerja ,.

Pasal 66

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan sehari-hari discbut
sekretaris.

Pasal 67

Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengendalian operasional
lalu lintas dan angkutan jalan/sungai danau dan penyeberangan (UPTD
DALOPS LLAJ/SDP) dalam melaksanakan tugas schari-hari dapat diserahi
tugas menyelenggarakan  pengelolaan UPTD  terminal dan  UPTD
perparkiran sepanjang UPTD tersebut belum dibentuk dan ditetapkan
dengan keputusan Bupati Aceh Singkil.



BAB- VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal - 638

M yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai
aannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Aceh

b
b} - =
e
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f

it

Pasal - 69

! - saat mulai berlakunya peraturan daerah ini', maka semua peraturan
Wmemsh dan peraturan pelaksanaannya yang berkaltan dengan penataan
| » vang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

s perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 70

smbahan susunan organisasi dan tata kerja dinas Perhubungan menurut
LT 2T daerah ini ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil setelah teriebih
Mlis mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat

leine Kabupaten Aceh Singkil

Pasal —71
\emwmrsn daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam

Pasal — 72

ww semap orang dapat mengetahui memerintahkan ‘pengundangan
peemswran daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal :23juni 2001
BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dto
- MAKMURSYAH PUTRA." |

Dsumdsmekan dalam Lembatran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
i tameeal 23 juni 2001 No.9 seri D tahun 2001,
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